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ABSTRAK

Bank memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian saat ini. Dalam lingkup
perbankan segala kegiatan usaha bank diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berkoordinasi dengan Bank
Indonesia (BI) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Meskipun demikian, masih banyak bank yang mengalami
pencabutan izin usaha oleh OJK, terutama pada Bank Perkreditan Rakyat yang saat ini dikenal dengan Bank
Perekonomian Rakyat (BPR). Salah satu BPR yang mengalami pencabutan izin usaha oleh OJK adalah PT. BPR Lubuk
Raya Mandiri yang dicabut izin usahanya pada tanggal 23 Juli 2024. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah yang
ingin diteliti dalam penelitian ini, yaitu apa faktor penyebab pencabutan izin usaha PT. BPR Lubuk Raya Mandiri oleh
OJK Provinsi Sumatera Barat dan bagaimana proses pencabutan izin usaha PT. BPR Lubuk Raya Mandiri oleh OJK
Provinsi Sumatera Barat. Dari hal itu, tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui faktor penyebab pencabutan izin
usaha oleh OJK Provinsi Sumatera Barat dan proses pencabutan izin usaha PT. BPR Lubuk Raya Mandiri oleh OJK
Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang mendapatkan data melalui cara
wawancara dengan pihak yang berkaitan. Hasil penelitian ini, pertama, faktor penyebab pencabutan izin PT. BPR
Lubuk Raya Mandiri disebabkan karena solvabilitas yang buruk yaitu tidak terpenuhinya persyaratan permodalan
minimum oleh PT. BPR Lubuk Raya Mandiri sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Kuangan Nomor
5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum BPR dan
karena tingkat kesehatan BPR berada pada kategori tidak sehat. Kedua, proses pencabutan izin usaha PT. BPR Lubuk
Raya Mandiri oleh OJK Provinsi Sumatera Barat, diawali dengan ditetapkannya pada status pengawasan dalam
penyehatan oleh OJK pada 30 Oktober 2023 yang yang didasarkan pada rasio Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum
(KPMM) berada dibawah ketentuan yaitu dibawah 12% (dua belas persen) dan Tingkat Kesehatan BPR (TKS) berada
pada tingkat tidak sehat. Penetapan status ini mengacu pada POJK Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penetapan Status dan
Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS. Kemudian ditanggal 9 Juli 2024 kembali ditetapkan pada status
pengawasan resolusi dikarenakan PT. BPR Lubuk Raya Mandiri gagal dalam melakukan upaya penyehatan. Dari hal itu
LPS memutuskan untuk tidak menyelamatkan PT. BPR Lubuk Raya Mandiri, sehingga tanggal 23 Juli 2024 dilakukan
pencabutan izin usaha oleh OJK.
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ABSTRACT

Banks have a very important role in driving economic growth today. In the banking sector, all bank business activities
are supervised by the Financial Services Authority (FSA) in coordination with Bank Indonesia (Bl) and the Deposit
Insurance Corporation (IDIC). However, there are still many banks that have had their business licenses revoked by the
OJK, especially Rural Bank. One of the Rural Bank that had its business license revoked by the FSA is PT. Lubuk Raya
Mandiri Rural Bank, whose business license was revoked on July 23™, 2024. Based on this, the formulation of the
problem to be studied in this study is what are the factors causing the revocation of the business license of PT. Lubuk
Raya Mandiri Rural Bank by the FSA of West Sumatra Province and how is the process of revoking the business
license of PT. Lubuk Raya Mandiri Rural Bank by the FSA of West Sumatra Province. From this, the purpose of this
study is to determine the factors causing the revocation of the business license by the FSA of West Sumatra Province
and revocation of the business license of PT. Lubuk Raya Mandiri Rural Bank by the FSA of West Sumatra Province.
This study uses an empirical legal approach that obtains data through interviews with related parties. The results of this
study, first, the factors causing the revocation of the license of PT. Lubuk Raya Mandiri Rural Bank were due to poor
solvency, namely the failure to fulfill the minimum capital requirements by PT. Lubuk Raya Mandiri Rural Bank as
stipulated in the Financial Services Authority Regulation Number 5/POJK.03/2015 concerning the Obligation to
Provide Minimum Capital and Fulfillment of Minimum Core Capital of Rural Bank and because the health level of
Rural Bank is in the unhealthy category. Second, the process of revoking the business license of PT. Lubuk Raya
Mandiri Rural Bank by the FSA of West Sumatra Province, began with the determination of the supervisory status in
restructuring by the FSA on October 30", 2023 which was based on the Minimum Capital Fulfillment Obligation
(MCFO) ratio being below the provisions, namely below 12% (twelve percent) and the Rural Bank Health Level (RHL)
being at an unhealthy level. The determination of this status refers to Financial Services Authority Regulation Number
28 of 2023 concerning Determination of Status and Follow-up Supervision of Rural Bank and Sharia Rural Bank. Then
on July 9™ 2024, it was re-established on resolution supervision status because PT. Lubuk Raya Mandiri Rural Bank
failed to make efforts to restore health. From that, IDIC decided not to save PT. Lubuk Raya Mandiri Rural Bank, so
that on July 23", 2024, the business license was revoked by FSA.
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